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TF:NTANG 

PERTANGGUNG,JA WABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAN.JA DAERAH 

TAl-llJN AN(;GGARAN 2008 

Menimbang : a. 

Dl(NGAN RAI-IMAT TllllAN YANG MAHA ESA 

BUPATIGROBOGAN 

b. 

bahwa untuk mclaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang­
Urn.lang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana tclah diubah dcngan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
2005 tentang J>cnctapan Pcraturan Pemcrintah Pengganti Undang­
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang 
Nomor 32 Tnhun 2004 tcntang Pemcrintahan Daerah menjadi 
Undang-Undang. K.cpala Daerah menyampaikan Rancangan 
Pcrnturan Dacrah ll:ntang J>crtanggungjawaban Pelaksanaan APBD 
kcpadn Dewan Pcrwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) berupa laporan 
kcu,mgan y~tng tclah diperiksa olch Bmlan Pcmcriksa Keuangan 
paling lrnnbat () (cnam) hulan sctclah tahun anggaran berakhir. 

bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana 
dinrnksud pm.la huruf' a pcrlu ditctapkan dcngan Peraturan Daerah 
tentang Pertanggungjawabrn1 Pelaksanaan APBD Kabupaten 
Grobogan Tahun Anggaran 2008 

Mengingat : 1. Undang -· Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312 ) 
Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62 , Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3569); 

3. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Oaerah dan 
Rctribusi Dacrah ( Lcmbnrnn Negara Republik Indonesia Tahun 1997 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 



3685 ) scbagaimana telali diubnh dcngun Undang - Unclang Nomor 34 
Tahun 2000 tentang Pajak Dacrah clan Retribusi Daerah ( Lembaran 
Negara Republik Indones.ia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan 
Lcmbaran Negara Nomor 4048 ); 

4. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak 
Atas Tanah dan Bangunan ( Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688 ) 
sebagaimana telah diganti dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 
2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ( 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 3988 ); 

5. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan · 
Negara Yang Bersih clan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 3851 ); 

6. Undang - Undang Nomor 17 Talnm 2003 tentang Keuangan Negara 
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor. 47, 
Tambahan Lembarnn Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4286); 

7. Undang - Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4355 ); 

8. Unadang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); ·, 

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Nomor 4400 ); 

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 104, Tarnabahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421); 

11. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahail_ 
Daerah ( Lembarnn Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lcmbaran Negara Nomor 4437 ) sebagaimana telah 
diubah bcbcrapa kali tcrnkhir dengan Unclnng-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tcntang Pcrubahnn Kcdua atas Undang -- Undang Nomor 
32 Tahun 2004 tcntang Pemcrintahan Daerah ( Lembaran Negara 
Tahun 2008 Nomor 59 , Tambahan Terbat:u Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844 ); 

12. Undang - Undang Nornor :n Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pcmcrintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( 
Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Rcpublik lndor1esia No111or 4438 ); 

13. Pc;·;.1t~:;·~;n !)emerintah Nomor 20 Tahun 2001 teptang Pembinaan dan 
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintaha:n Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41·; Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);' • · ·•· · · 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 -tentang Pajak Daerah 
( Lembaran Negara Republik _Indonesia Tahun . 2001 Nomor 118, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom·or 4138 ); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 200 I teritang Retdhusi Daerah 
( Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahtin 2001 Nomor 119, 
Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4139 ); 

16. Pernturnn Pcrncrintnh Nomor 24 Tnhun 2004 tentang Kedudukan 
Prolokolcr dan Kcuang,111 Pi111pi111111 dan /\nggola Dewan Pcrwakilan 



-----------

·-- ........ ..........__ 
--.. --.. ... __ 

Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 90, Tambahan Lcmharnn Negarn Republik Indonesia Nomor 
4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali tcrakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4712 ); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan · Bdan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4502); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahui1 2005 · tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4503); 

19. Pcraturan Pcmerintnh Nomor 54 Tahun 2005 tcntang Pinjaman Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor13 l, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 . tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik • Indonesia Tahun 2005 
Nomor1J7, Tnmhahan Le111lrnrni1 Negara Republik _Indonesia Nomor 
4:-i75): . 

? 1. p,,rnt11r:1n f>cmerintah Nomor 5<i Tahun 2005 tentang Si~tem Informasi 
Kcuangan Dacrah (Lembman Negara Republik indonesia Tahun 2005 
Nomor 138, Tambahan Lembman Negara Republik Indonesia Nomor 
4576); 

22. Pcrnturnn Pcmerinlali Nornor )7 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada 
l>acrnll (I ,cn1bar:111 Nq!_ma Rcpublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
I 39, Tambahnn I ,embarnn Neg:1ra Republik Indonesia Nomor 4577); 

23. Peraturnn Pcmcrintah Nnmor 58 Tahun 2005 tentang Penge\olaan 
Keunng:m D.iernh ( I .cmlrnrnn Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambalwn I ,cmbarnn Negara Republik Indonesia 
Rcpublik Indonesia No11wr 4578 ); 

24. Pernlurnn Pemerinl:1h Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pcnyusunan dan Pcncrapnn Slandar Pelayanan Minimal ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lcmharan Negnrn RL~puhlik Indonesia Republik Indonesia Nomor 
4585 ); 

25. Peraturan Pcmerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Kcuangan dan Kine1ja lnstansi Pemerintah ( Lembaran · Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Rcpublik Indonesia Nomor 4614 ); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pcdonrnn Pcngelolaan Kcuangan Dacrah); 

27. Pcraturan Menteri Dala111 Ncgeri Nomor 59 Tatum 2007 tentang 
Perubahan atas Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang l'edoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Norn.or 4 Tahun 2007 tentang 
Pokok-Pokok Pcngclolaan Kcuangan Daerah ( Lembaran Daerah 
Kabupaten Grobogan Tahun 2007 Nomor 3 Seri E ); 

29. Peraturan Daerah Kahupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2008 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Bclanja Daerah Tahun Anggaran 2008 
(Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2008 Nomor 1 Seri 
A); 

30. P~raturan Daerah Kabupatcn Grobogan Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belar\ja Daerah Tahun Anggaran 
2008(Lembaran Daerah K.abupaten Grobogan Tahun 2008 Nomor 3 
Seri A); 



Dcngan Pcrsctujuan Bcrsnma 

DEWAN PERW AKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN 

dan 

BUPATIGROBOGAN 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TENTANG 
PERT ANGGUNGJA W ABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 
2008. 

Pasal 1 

(I) l'crlanggung,jawaban pdaksanaan /\PBD berupa laporan keuangan 
memuat: 

a. Laporan Realisasi Anggaran; 
b. Neraca; 
c. Laporan mus kas; dan 
d. Catatan alas laporan keuangan. 

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri 
dengan laporan kinc1ja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha 
milik daerah/perusahaan daerah. 

Pasal 2 

Laporan rcalisasi anggaran scbagaimana dimaksud daJam pasal 1 ·huruf a 
tahun anggaran 2008 sebagai berikut : 

a. Pendapata11 
b. Belanja 

Surplus/defisit 
c. Pembiayaan 

1\.'ncri nrnan 
Pcngcluaran 
Surplus/ddisit 

Rp 8 I 3.076.812.507,00 
Rp 870.(>52.060.324,00 

Rp 140.105 .609.2 D,00 
Rp 24.792.689.541,00 

Pasal 3 

Rp (57.575.247.817,00) 

Rp 115.312.919.672,00 

Urainn laporan rcalisusi anggarnn scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
sebagai berikut : 

( 1) Selisih anggaran dcngan rcalisasi pendapatan sejumlah Rp 
4.446.497.507,00 dcngan rincian sebagai bcrikut: 
8.. Anggarnn pendapatan setelah perubahan Rp 808.630.315.000,00 
b. Rcalisasi Rp 813.076.812.507,00 

Sclisih kurang Rp 4.446.497.507,00 



(2) Selisih angggaran dengan realisasi belanja sejumlah 
Rp 78.433.165 .574.00 dengan rincian sebagai berikut: 
a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp 949.085.225.898,00 
b. Realisasi Rp 870.652.060.324.00 

Selisih lebih Rp . 78A33 . ~65.574,00 

(3) Selisih angggaran dengan realisasi surplus/defisit · sejumlah 
Rp 82.879.663.081,00 dengan rincian sebagai berikut: . 
a. Surplus / defisit setelah perubahan Rp ( 140.454.9.10.898,00) 
b. Realisa.si Rp ( 57.575.247.817.00) 

Selisih kurang Rp , 82.879~663.081,00 

(4) Selisih angggaran dcngan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah 
Rp 28.645.809.685,00 dengan rincian sebagai berikut: 
a. /\nggaran pcncrimaan pcmbiayaan 

<: 1:! 1_•hh pcrubahan 
b. Rcalisasi 

Sdisih kbih 

Rp 
Rp 
Rp 

I 68.751.418.898,00 
140.105.609.213.00 
28.645 .809 .685,00 

(5) Selisih angggaran clengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah 
Rp 3.503.818.459,00 clcngan rincian sebngai berikut: 
a. Anggaran pengcluarnn pcmbiayaan 

sclclah pe:rubahan 
b. Rcalisasi 

Selisih lcbih 

Rp 
Rp 
Rp 

28.296.508.000,00 
24. 792.689 .541,00 

3.503.818.459,00 

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah 
Rp 2.850.952.655,00 dengan rincian sebagai berikut: 
a. Anggaran pembiayaan netto 

setelah perubalrnn 
b. Realisasi 

Sclisih lcbih 

Rp 140.454.910.898,00 
Rp 115.312.919.672.00 
Rp 25.141.991.226,00 

Neraca scbagimana dimaksud pada Pasal I huruf b per 31 Desember 2008 
sebagai berikut : 
a. Jumlah asset 
b. Jumlah kewajiban 
c. Jumlah ekuitas dana 

Pasal 5 

Rpl .422.179.997.459,00 
Rp 96.754.612.668,73 
Rp 1.325 .425.384. 790,94 

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal I huruf c untuk 
tahun yang berakhir sarnpai dengan 31 Desember 2008 sebagai berikut > 
a. Saldo kas awal per I Januari 2008 Rp 61.480.389.395,00 
b. Arus kas dari aktivitas operasi · Rp 125.478.997.402,00 
c. Arus kas dari aktivitas investasi asset 

non keuangan 
d. Arus kas dari aktivitas pernbiayaan 
e. Arus kas dari aktivitas non anggaran 
f. Sal do kas akhir per 31 Dcscmber 2008 

Rp(l 83.054.245.219,00) 
Rp 51.719.321.931,00 
Rp 0,00 
Rp 57.091.557.628,00 



Pasal 6 

Catatan ats laporan . keuangan sebagaimana dimaksud . Pasal 1 huruf d 
tahun anggaran 2007 memuat inforamsi baik ·secara kuantitatif maupun 
kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. 

Pasal 7 

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagairri.ana dimaksud pada 
Pasal I Lcrcanlum dalam I ,ampirnn Pcraluran Daernh i11i, terdiri dari : 

a. Lampiran I 
Lampiran I. I 

Lampiran 1.2 

Lampiran U 

Lampirnn 1.4 

Lampiran I.5 
Lampiran 1.6 
Lampiran 1.7 

Lampiran 1.8 

Lampi ran I. 9 

Lampi ran I. IO : 
Lampirnn I. I I 

b. Lnmpiran II 
c. Lampiran III 
d. Lamp1rnn IV 

Laporan realisasi anggaran; 
Ringkasan laporan realisasi · anggaran menuirut 
urnsan pemcrinlnhan daernh dan organisasi; 
Rincian lapornn realisasi anggaran menurut urusan 
pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja 
dan pembiayaan; · 
Rckapilulasi laporan rcalisasi anggaran belanja daerah 
mcnurul urusan pcmcrintahan daerah, organisasi, 
program dnn kcgiatnn; 
Rckapit.ulnsi l.1pornn rcalisasi anggaran belanja daerah 
unluk kcscl:irasan dnn kctcrpaduan urusan 
pcrncrintahan daernh dan f'ungsi dalam kerangka 
pcngelolaan kcuangan Negara; 
Daftar piutang daerah; 
Dafbr pcnycrlaan modal (investasi) daerah; 
Dalbr rcalisasi pcnambahan dan pengurangan asset 
ldap d,1crah; 
Daf'tar rcalis,1si pcnumbahan dan pengurangan asset 
lainnya; 
Daftar kcgiatan-kegiatan yang belum diselesaikan 
sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam 
tahun anggaran berikutnya; 
Dafbr dana cm.langan daerah; dan 
D,llbr pinjanwn dncrnh clan obligasi dacrah. 
Ncrnca 
L1poran arus kas 
Catalan ,11.is laporan kcuangan 

Pasal 8 

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) 
terdi.ri dari : 
a. Laporan kine1ja tercantum dalam Lampiran V peraturan daerah ini; 

dan. 
b. lkhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan 

daerah tercantum dalam Lampiran VI peraturan daerah ini. · 

Pasal 9 

Bupati menetapkan peraturan kepala daerah tentang penjabaran 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari 
pertanggungjawaban pelnksanaan /\PBD. 



Pasnl 10 

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. 

Ditetapkan di Purwodadi 
Pada tanggal 15 September 2009 

LEM BARAN DAERAI I KAI3UPATEN GROBOGAN TAHUN 2009 
NOMOR ... ~ .. S:fP-.1 A 


